
PERATURAN DAERAH XABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 4 TAHUN 2O2O

TENTANG

ANGGARAN PENDA"ATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DINOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

a bahu,a untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaar

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengqiukan

Rancangan Peraturan Daelah tentang Anggaran

Pendapatan dan Betanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2021 kepada De('an Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggamn 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

c. bahu,a berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan BelarLja Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 .

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi;

2. Undang-Undar-rg Nomor 1'7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Aa'
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Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

PerbendaharaanNegara(l-embaranNegara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Uudang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
la2to);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah {L,embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l_embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor l3O. Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerjntahan Daerah (l-embaranNegara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (t€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan kmbararr Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telai diubah dengan peraturan pemerintah

Republik Indonesia Nqmor 74 Tahun 20I2 tenrang.*
-z



Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(t embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O12 Nomor

171, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan {hmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l'embaran Negara

Republik Indonesia Nomor '1575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

laporan Pent'elenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerjntah, Laporan Keterangan Pedanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Deu-an Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Inlormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan l,embaran

Negara Republil< Indonesia Nomor '1693);

12. Pe.aturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor18, Tambahan

l,embarart Negara Repubiik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana tetai diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang

Perubahal Kedua atas Peraturar Pemerintah Nomor 5

Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keualgan Kepada

Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta

Kedudukan keuangan Gubemur Sebagai Wakil

Pemerintah di lVilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembarar1 Negara Republik lndonesia Nomors165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraar pemerintah

Daerah (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O17

Nomor 73, Tambahan i,embaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041); 19
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dajr Anggota Dewan

Peflvakiian Rakr-at Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintall Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangall Daerah (t-embaran Nega'a Republik

lndonesia Tahut 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratural

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantual Sosial

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 99

Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Mer-rteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dai Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018
Nomor 565);

2O. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan investasi pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahl'r. 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertaoggungjau,-aban Dana I
Operaional (berita negara Republik lndonesia fat un 20lZff,
Nomor 1o67t: (fLr I
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Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Daera-h Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun

2OOB tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten TaIa Toraja

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan DaeraLr;

2,+. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

2833/Xll/TAHUN 2O2O tentang Hasii Evaluasi Rancangart

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang

Penjabaran AnBgaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 202 1.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIIYAT DAERAH TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

22. Pelaturan Merteri dalam Negeri Nomor 64Tahun 2020

tentaflg Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan

MEMUTUSXAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemeril-ltah daerah yang dibalas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerahi

2. Pemerintah Daerah adalah Xepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daeral yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom .

Pemerintahan Daerah adalah penveienggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan De\r.an peN,akilan Ralg/at Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan <iengan prinsip otomoni seluas-luasnnya /
dalam sislem dan prinsip N"ry" xr"uru^n Repubirk lndones ia sebaeaimana|l

3



dimaksuddalamUndang'Un<langDasarNegaraRepubli.klndonesiaTahun
194 5;

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja

Pasal 2

APBDteldiriataspendapatandaelah,belanjadaerah,danpembiayaandaela}t

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1 198 000 000 000'00

(satutiliunser..tl'..^sembilanpuluhdelapanmilaarrupioh),yangbersumber
dari:

a. Pendapatan asli;

b. Pendapatan transfer; dan

c. I,ain lain pendapata! daerah yang sah

Pasal 4

{1) Pendapatari asli claerah sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp. 124.308.828.000,00 fseratus dua puluh empat

mitAar tiga rc;tus d.elapon juta delQpan ratus dua puluh delapan ibu rupiah),

yang terdiri atas:

a- Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekal,aan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lainlain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a

direncarrakan sebesar Rp 12.850.000.000,00 (Dn belas milgar delapan

ratus lima puluh juta rupiah )i
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncarakai sebesar Rp 15.O0O.00O.0O0,O0 lLimd belas milAar rupiah);

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yarrg dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00

lsembilan milgar lina ratus iutd rupiah);

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 86.958.828.000,0 O (Detapan

puluh enam milqdr sembilan rahts lim.1 puluh delapan juta. delop(1n rolfrts dua
puluh dPlapan ibu n.piahl

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
direncanakan sebesar Rp992.491.172.0O0,O0

+
dalam Pasal 3 huruf b /
lsembtlrrn ratus semU;Unt
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Wluh dua milAar empat rc,tu.s sembilan puluh satrt juta seratus tuiuh puh-th

dua ibu rupiah), Yang teidiri atas:

a. Pendapatan fansier pemeiintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatai transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 932.741 172 OOO,OO (Sembildn rah)s

tiga puluh dua milgar tujuh ror/;.ts emPat puluh so:tu juta seratus tujuh puluh

dua ibu rupiah);

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp59.750.O00.0OO,OO (Lima puluh sembilan

milAar tujuh ratus lima puluh pta rupiah).

Pasal 6

(1) l,ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf c direncanakan sebesar Rp81.200.000.000,00 lDelapan putuh satu

milgar dua ratus jut@ rupiah), yarLg terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat; dan

c. l,ain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimara dimaksud pada ayat {l) huruf a

direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (Empat ptluh mitgar ntpiah);
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b

direnca-nakan sebesar Rp O (Nihill;

(4) l,ain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncalakan
sebesar Rp41.200.000.000,O0 (Etupat putuh sdtu milAdr dua ratus juta
rupidh).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 1. f98.O0O.O0O.O0O.OO fsatz tiliutT seratus sembilaft puluh delapan milAar
rupioh/, yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modai;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7/

huruf a direncanakar sebesar Rp76O.499.799.23g,OO lT,juh r(:rru oronLl+(
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puhlh milg(rr empat rafi)s sembilon puluh sembikrn iuta htjuh rahts sembifan

p)lllhsembilr.nitdfiratustigapuhlhsembiJanruptlh),yangterdiriatas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e- Belanja hibah; dan

I Belanja bantuan sosiai.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakansebesarRp475.125.744.860,00(Empatfatustl4thyrufuhlima

millc,r seratus dua puh)h lima juta tttjuh ratu's ernpat Wluh empat ribu

d.elapan rahts enam Puluh ruPiah)t

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp265.913.1 10.839,00 (Dud ratus enam putuh lima

milAdr sembilan r@h)r tigcl belas juta sero;tus sepuluh ibu delaPan ratus tiga

puluh s embilan rupi ah) 1

(4) Belanja bunga sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp0,00 /Nrhir;

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat i1) huruf e

direncanakan sebesar Rp 15.0O7.943.540,O0 (Lim.t belas milAar h4uh juta

sembilan ratus empat puluh toa ibu lima rat1.6 enpot Wluh rupiah);

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp453.OOO.OOO,OO (Empat rdtl.ts juta rupiah).

Pasal 9

{1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurul b
direncanakan sebesar Rp235.3 54.624.2O\,OA (Dua ft1h)s tiga puluh ltna
milgar tiga rah/,s lima puluh empqt juta enqm rc.:h,.s dua puluh empat ibu dua
rahls s(ztu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
I Betanja modal aset tidak benvujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
d iren.ana kan sebesar RpO.0O tNihil)tA

(1) huruf ^l
{



(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada' ayat (1)

hurufbdirencanakansebesarRp53.4S5.lTg'5O5,oo(Limapuluhtigamilgar
empat ratus delapan puluh lim(' juta serolt.ls htiuh puluh sembilan ibu kmn

rahts lima ntPiah);

(4) Beianja mod.al bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf c direncanakan sebesar Rp47 167'743 0O0'0O (Empat puluh h'Liuh

milAar seratus enam puluh hquh iuta tujuh ro:f.ls empat puluh tiga ibu

rupiah);

(5) Belanja modal

pada ayat (1) hurufd direncanakar sebesar Rp134 49O 2O1 696,OO (Seratus

tiga putuh empat milAar empat ratJ,s sembil..fl puLuh juta dua r.lh'ts satu ibu

enam rahts sembilan puluh enam rupiah);

(6) Belanja modal aset tetap lainnlra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp21 1.500.O00,00 (Dta ro'tl'ts sebelas juta

lima rah).s ibu rupiah);

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 {Nihi!.

Pasal 1O

Anggaran beianja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 lDto puluh milgor rupiah), yang

terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimara dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp 182.074.03,1.000,00 (Serah.6 deldpan puluh dua

milgar tujuh puluh etupat juta tiga puluh empat ibtt r,qiah), yalg terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);

{3) Belarja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncarrakan sebesar Rp 181.674.034.000,00 (seratus delopqn puluh so;tu

milAdr enam roh.ts h1.juh puluh empdt juta tiga putuh empdt ibu tupiahl

-9-

jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud

Pasal 12

Anggararl pembial'aal daerah Tahun Angqaran 2021 direncanakan seb

RpO,OO tvihir, \ang terdi atas:

a. Penerimaan Pembiaraani dan

b. Pengeluaran Pembiar aan.7,f!

,",/
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Pasal 13

(1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

huruf a direncanakan sebesar RpO,00 Qfrhtr, yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan,

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2). Sisa lebilr perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncarakan sebesar RpO,OO

(Nihith

(3). Pencairan dana cadargan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,OO (Nihil,l;

(4). Hasil penjualan kekayaan daeiah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar RpO,OO Afihr,/;

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncarakan sebesar Rp0,OO /Athil/;

(6). Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf e direncanal<an sebesar RpO,00 /Aiihiti;

(7). Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 livihtr.

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dima_ksud dalam pasal 12

huruf b direncanakan sebesar RpO ,OO (Nihil,), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyerlaan modal daerah,

c. Pembayaran cicilan pokok utang _vang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembia,vaan lainnl,a sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 fMhiil,

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada a1-at (1)

direncanakan sebesar Rp O,OO (Nihil);afu
bl
P

L

huruf
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(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 /Nilttl/;

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar RpO,00 /Nih1l,/;

(6) Pengelua.an pembiayaar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakaD sebesar Rp0,O0 lNihil/.

Pasal I 5

{1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan alggaran belanja

daerah mengakibathar terjadir1va sury1us/ (defisit) sebesar RpO,00 lNihif;
(2) Pembiayaal neto yang merupakan selisih penedmaan pembiayaan terhadap

pengeluaran pembiayaan direncarra.kan sebesar RpO,00 [Vihi\.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan

Kepaia Daerah, Pemerintah Da€rah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaral melebihi pagu yang

ditetapkan dalam peraturan daerai ini, yang selanjutnya dimasukan dalam

perubahan angga.ran pendapatan dar belanja daerah Kabupaten Tana

Toraja tahun anggaran 2021 .

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a. Bencana aiam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

iuar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatarr

pelayanan pubiik.

{3} Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun alggarar berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yalg bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

lidal< dapat diprediksikan sebelumn,\,.'a. serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan ,
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. /-/l P

J'/

U/
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dima't<Suddalarrrpasal2,tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagiaa
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan' Belanja' dan Pembiayaan;

2. l,ampiran ll Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah'

Organisasi, Program, Keglatan' Sub Kegiatan' Kelompok'

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah'

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub

Kegiatan Beserta Keluaran;

\- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;

6. lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran Vll Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

APB]I;

8. Lampirar VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prio.itas Nasional dengan Program

Prioritas Daerah;

10. Lampiran X DaJtar J umlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

\-, 1 1. l,ampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. L,arnpiran Xll Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

Lainnya;

13. I"ampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

^ Daerah dan Aset Lain- l,ain;
14. l,ampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Ja,r\ak (multA Ae@rs);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVi Daltar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati TaIa Toraja menetapkan peraturan Bupati
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
pelaksanaan APBD. /42

tentarg

landasan

PenjabaJan,

operat onalf.

L
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Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja-

Ditetapkan di Makale
pada tanggal , lo oe\eMber 2o2o

Lrrron TANATIrrAJA, /A

NICODEMUS

Diundangkan di Makate

pada tanggal, 30 &sorvrber 1o.1,

DAERAH XABUPATEN TANA TORAJA

SEMUEL BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMOR 4

NOMOR RECISTER PERATURAN DAERAH KA.E'U PATEN TANA TORAJA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK,OO4, I78.20

I
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Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetaiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam l€mbaran Daerah Kabupaten Tana

Tor4ja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal , ,a oc{.]t\\ber 2o2D

TAI{A roRAJA, /g

Diundangkan di Makale

pada tanggal, 30 fosaMbpr 2o'2o

DAERAH KABUI,ATEI{ TANA TORAJA

BURA

4 o
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.OO4. 1 7 8,2O

,\.


